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KATA PENGANTAR

Pertama-tama, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat
dan hidayah-Nya penyusunan Ringkasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2023 dapat diselesaikan
dengan baik. Ringkasan ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi
yang diamanatkan kepada Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK Pengadilan Negeri Baturaja Tahun
2023.

Penyusunan Ringkasan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(Z1-WBK) di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja Tahun 2022 mengacu kepada Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tantang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur
tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-
WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Ringkasan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja Tahun
2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran penerapan dan pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja yang
kepada masyarakat luas.

Semoga Ringkasan ini benar-benar dapat bermanfaat, memberikan gambaran

akuntabilitas dan pelaksanaan tugas di Pengadilan Negeri Baturaja.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Umum
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan aksi nyata dari strategi
pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN). Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan korupsi dengan
berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya
percepatan pencegahan dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah
yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, telah ditargetkan
tiga sasaran hasil utama vyaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi,
pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepoisme (KKN), serta
peningkatan pelayanan publik disetiap kementerian/Lembaga dan daerah.

Dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut dan berdasarkan Suratdari
Dirjen Badan Peradilan Umum No. 135/DJU/OT.01.3/1/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal
Pengisian LKE dan Upload Data Dukung Pembangunan Zona Integritas jo. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah jo.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersin dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.
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2. Maksud dan Tujuan

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan
Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah
Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 10 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (ZI-WBK/WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBK dan WBBM) di
Lingkungan Instansi Pemerintah, serta menindaklanjuti Surat dari Dirjen Badan
Peradilan Umum No. 1115/DJU/OT1.6/1V/2024 tanggal 17 April 2024 perihal Pengisian
Survey Mandiri dan Penilaian Evaluasi Mandiri Zona Integritas, Pengadilan Negeri
Baturaja sebagai satuan kerja yang ditunjuk Mahkamah Agung RI dalam
melanjutkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
berkomitmen untuk melaksanakan amanah tersebut. Adapun maksud dan tujuan
Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Mahkamah Agung RI dilaksanakan dengan
maksud dan tujuan antara lain:

Maksud:

1. Dapat mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
melalui proses perbaikan bagi Pengadilan Negeri Baturaja melalui inovasi dan
pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan Kkinerja secara
berkelanjutan;

2. Mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani diwujudkan dengan
memberikan kemudahan pelayanan yang prima kepada masyarakat serta membentuk
aparatur sipil negara pada Pengadilan Negeri Baturaja yang berintegritas dan
professional;

3. Menciptakan inovasi-inovasi pelayanan yang bertujuan memberikan kepuasan dan

kemudahan kepada para pencari keadilan dan stakeholder lainnya.

2

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK | ®engadilan Negeri Baturaja Kelas I B



Tujuan:

1.

Komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;

Mewujudkan visi menjadi Peradilan yang Agung;

Memudahkan Mahkamah Agung RI dalam menyediakan informasi mengenai
perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan upaya-upaya perbaikan
yang perlu dilakukan oleh Mahkamah Agung RI;

Menyediakan data/informasi bagi Mahkamah Agung dalam rangka menyusun profil
pelaksanaan pembangunan zona integritas pada Mahkamah Agung dan 4 lingkungan
peradilan di bawahnya.

3. Profil Pengadilan Negeri Baturaja

3.1

3.2

Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah
sebagai berikut: "Terwujudnya Pengadilan Negeri Baturaja yang Agung”. Misi
adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan
agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan
Negeri Baturaja, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Baturaja;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Baturaja;
4

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Baturaja.

Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi

dan misi Pengadilan Negeri Baturaja.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai

berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui
prosesperadilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Terwujudnya penyederhanaan  proses penanganan perkara melalui

pemanfaatan teknologi informasi
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3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan

4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

3.3 Sasaran Strategis
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri
Baturaja adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3.4 Struktur Organisasi
Tugas

Pengadilan Negeri Baturaja sebagai salah satu Badan Peradilan di bawah
kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana
(pasal 2 Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum).

Fungsi

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam
tingkat pertama.

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk
kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut
teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan /
teknologi informasi, umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan

tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan
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Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum
kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan
persidangan), dan administrasi umum (perencanaan / teknologi informasi /
pelaporan, kepegawaian / organisasi/ tatalaksana dan keuangan / umum /
perlengkapan).

6. Fungsi Lainnya, antara lain melaksanakan Pelayanan penyuluhan hukum,
pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-
luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi
peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor2-144/KMA/SK/VI111/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Pubik
di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
1-144/KMAJSK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Baturaja mengacu pada Peraturan Mahkamah

Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan

Kesekretariatan Peradilan.

Adapun susunan organisasi Pengadilan Negeri Kelas | B terdiri dari:

1. Ketua, sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya
administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat
Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai
juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan pengadilan, dan sebagai pelaksana administrasi perkara,
Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

2. Wakil Ketua, bertugas membantu Ketua dalam merencanakan program kerja
jangka pendek, menengah dan jangka panjang, pelaksanaan serta
pengorganisasiannya; Menerima pendelegasian sebagian tugas dan wewenang
Ketua; Mewakili Ketua bila berhalangan; Melakukan pengawasan intern untuk

mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana
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kerja dan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut
kepada Ketua.

Panitera, bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis di
bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya.

Sekretaris, bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan
bidang administrasi umum, organisasi, keuangan, SDM, serta sarana dan
prasarana.

Hakim, mempunyai tugas pokok dan fungsi; Menerima, memeriksa dan
mengadili perkara-perkara Pidana dan Perdata; Melaksanakan penunjukan
sebagai Hakim Mediator; Melaksanakan penunjukan sebagai Fasilitator Diversi;
Melaksanakan pengawasan bidang sesuai SK Ketua Pengadilan; Melaporkan
hasil pengawasan bidang kepada koordinator pengawas bidang (Wakil Ketua);
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara
di bidang perdata / menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan dan
penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata; b. pelaksanaan registrasi
perkara gugatan dan permohonan; c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; d. pelaksanaan penerimaan
kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi; e. pelaksanaan
pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir; f.
pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan
peninjauan kembali kepada para pihak; g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman
berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali; h.
pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada
para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi
dan Mahkamah Agung; i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi; j. pelaksanaan
penerimaan permohonan eksekusi; k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang
belum mempunyai kekuatan hukum tetap; |. pelaksanaan penyerahan berkas perkara
yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum; m. pelaksanaan
urusan tata usaha kepaniteraan; dan n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Panitera.

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara

di bidang pidana/ menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pemeriksaan dan
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penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana; b. pelaksanaan registrasi
perkara pidana; c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan
pemberitahuan kepada termohon; d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah
diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan
Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan; e. pelaksanaan
penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan
penahanan dan penangguhan penahanan; f. pelaksanaan penerimaan
permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik; g.
pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan
diminutasi; h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada
para pihak yang tidak hadir; i.pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan
tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak; j.
pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan
banding, kasasi dan peninjauan kembali; k. pelaksanaan pengawasan terhadap
pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan
relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
I. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut
Umum dan Terdakwa; m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi; n.
pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum
tetap; 0. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap
kepada PaniteraMuda Hukum; p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan q.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan /
menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan
penyajian data perkara; b. pelaksanaan penyajian statistik perkara; c.
pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara; d. pelaksanaan
penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara; e. pelaksanaan kerja
sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, f. pelaksanaan
penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan
transparansi perkara. g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat,
hubungan masyarakat dan; h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh

Panitera.
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9. Panitera Pengganti, bertugas membantu hakim/majelis hakim dengan
menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat berita acara semua
peristiwva hukum yang terjadi dalam persidangan perkara yang ditangani
hakim/majelis hakim tersebut.

10. Jurusita/Jurusita Pengganti, bertugas melakukan semua perintah yang
berhubungan dengan kejurusitaan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau
Hakim/Majelis Hakim yang dikoordinasikan oleh Panitera, di dalam wilayah
hukum Pengadilan Negeri Baturaja.

11. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan
anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan
pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

12. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan
organisasi dan tata laksana.

13. Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan

keuangan.

4. Pelayanan Pengadilan Negeri Baturaja
Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lingkungan peradilan umum tingkat pertama
sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Baturaja sebagai
Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus
perkara yang masuk di tingkat pertama. Kewenangan tersebut diwujudkan dalam
pelayanan yang diberikan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan
administrasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses tahap permohonan
informasi, pendaftaran perkara, pembayaran, pengembalian panjar biaya perkara, layanan
pengaduan, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.
Selain itu, Pengadilan Negeri Baturaja juga menyediakan mesin EDC. Hal tersebut
sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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(PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri jo. Surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum MA.RI.Nomor 3239/DJU/SK/HMO02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/ISK/HMO02.3/2/2018 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
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BAB 11

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

Pengadilan Negeri Baturaja berkomitmen untuk melanjutkan penerapan kerja untuk
membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2023. Komitmen
tersebut diwujudkan dalam keseriusan seluruh Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN)
dan Honorer yang dituangkan dalam komitmen dan ikrar bersama untuk melaksanakan Zona
Integritas menuju WBK yang diadakan pada tanggal 02 Januari 2023. Keseriusan Pembangunan
ZI WBK dengan membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan
Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2023.

Adapun tugas dari tim kerja pembangunan ZI-WBK adalah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas dengan memprioritaskan pada target
tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;

b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah
bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri
Baturaja;

c. Membangun koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi Pengawasan yang efektif untuk
mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja.
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Dalam membangun ZI menuju WBK, Pengadilan Negeri Baturaja terus berupaya
melalui berbagai program inovasi untuk secara maksimal mewujudkan kemudahan pelayanan
kepada para pencari keadilan sesuai dengan prinsip Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan, dengan
Slogan: 5S Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dengan Motto Pengadilan Negeri Baturaja MANTAP (Melayani, Asri, Nyaman,
Transparansi, Akuntabel, Profesional). Elemen pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan

Pengadilan Negeri Baturaja antara lain:

a. Membangun Karakter dan Budaya Kerja

e Menjadikan Ketua dan salah satu Hakim menjadi role model, yang memberikan contoh
perubahan budaya kerja yang baik di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja serta
menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN.

e Komitmen dan ikrar bersama mulai dari pimpinan, hakim, ASN dan honorer untuk
melakukan perubahan, perbaikan diri sendiri, meningkatkan pelayanan dan budaya kerja.

e Merubah mindset yang dahulu sebagai aparatur yang perlu dilayani menjadi aparatur yang
memberikan pelayanan prima yang MANTAP.

e Melakukan pemilihan agen perubahan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka
membangun kinerja dan memotivasi pegawai agar dapat berkinerja lebih baik. Agen
perubahan dipilih dalam 2 kategori yaitu dari ASN dan Honorer dengan melihat dari segi
disiplin, integritas dan profesionalisme.

e Meningkatkan kompetensi Hakim dan ASN dengan mengikutsertakan pegawai pada
bimbingan teknis ataupun rogram peningkatan Sumber Daya Manusia baik yang
diselenggarakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan instansi lainnya.

e Membekali seluruh pegawai dengan SOP Pelayanan dan memastikan pelayanan sesuai
dengan SOP.

e Memberikan pelayanan prima dengan ikhlas dan tuntas serta budaya 5S Senyum, Sapa,
Salam, Sopan dan Santun dengan Motto Pengadilan Negeri Baturaja MANTAP (Melayani,

Asri, Nyaman, Transparansi, Akuntabel, Profesional).

b. Membuat Inovasi Pelayanan
e Senantiasa menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan antara lain Podcast untuk
memberikan inovasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja, Kartu
Prioritas (KATAS), Aplikasi Vidlabel (Video Layanan Difabel), Audio Brosur,
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Posbakum Online, Aplikasi SANDRA (Smart Assitant Data Perkara), Aplikasi SISGRA
(Sistem Informasi Statistik Data Perkara), Aplikasi Antrian PTSP, dan Aplikasi Antrian
Kesiapan Pelaksanaan Persidangan.

e Selalu memperbaiki serta meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik
seperti menambahkan pelayanan bagi penyandang disabilitas (brosur yang dapat didengar
(audio brosur), aplikasi berisi video informasi layanan dilengkapi dengan bahasa isyarat
(Vidlabel), parkir khusus, guide block, antrian prioritas, tempatduduk khusus, alat
bantu kursi roda, alat bantu tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar, brosur braille, dan
toilet khusus), pembaharuan Website, update kegiatan dan layanan pada Sosial Media
Pengadilan Negeri Baturaja seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.

e Semua pencari keadilan yang ada dan terlayani secara maksimal di Ruang Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal inilah yang menjadi kunci penting dalam upaya untuk

membangun zona integritas menuju WBK.

c. Meningkatkan Pengawasan dan Monitoring
e Pelaksanaan apel pagi dan sore secara rutin, melakukan sidak (pemeriksaan mendadak),
coffee morning.
e Pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang, baik teknis, maupun kesekretariatan
serta Pelayanan Publik (PTSP).
e Pemasangan CCTV untuk memantau aktivitas pelayanan dan keamanan, oleh Ketua

Pengadilan Negeri Baturaja.

e Ruang Tamu terbuka yang berfungsi untuk menerima tamu secara transparan di ruang yang

telah disediakan sehingga pegawai tidak bisa bertemu dengan tamu untuk urusan perkara.

d. Publikasi dan Keterbukaan Informasi

e Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik
terkait kegiatan, pelayanan maupun pemberitahuan. Media Sosial Pengadilan Negeri
Baturaja antara lain Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok.

e Mengupdate Website Pengadilan Negeri Baturaja www.pn-baturaja.go.id secara berkala
dalam memberikan keterbukaan informasi.

e Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin untuk mengetahui tingkat kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta perbaikan terhadap pelayanan yang

masih kurang.
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e Publikasi biaya panjar perkara, biaya radius dan informasi jangka waktu pelayanan pada
TV informasi

e Publikasi penyelesaian perkara pada website sipp.pn-baturaja.go.id

Dalam mewujudkan elemen-elemen pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan
Pengadilan Negeri Baturaja, maka diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan
publik serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui program dan inovasi yang
mencakup 6 Area perubahan.

Penerapan Zona Integritas menuju WBK ini adalah salah satu formulasi yang tepat
untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan wibawa serta citra
pengadilan, dengan adanya pencanganan zona integritas menuju WBK yang diiringi
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan secara sungguh-sungguh dan
konsekuensi tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur Pengadilan Negeri Baturaja

yang handal dan profesional dalam menegakan supremasi hukum.
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BAB I11

PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Area pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen
Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten
mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di lingkungan Pengadilan Negeri
Baturaja.

Target program manajemen perubahan adalah meningkatkan komitmen seluruh
pegawai Pengadilan Negeri Baturaja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK,
terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadikan semakin baiknya pelayanan
kepada masyarakat.

Langkah yang telah diambil dalam membangun Zona Integritas menuju WBK adalah
menyusun rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK. Penetapan rencana tersebut sebagai
acuan serta memberikan kesinergian pemahaman dan program bagi Pengadilan Negeri
Baturaja. Dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, maka pada area ini dilakukan
kegiatan sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK
Pembentukan tim kerja pembangunan ZI-WBK pada Pengadilan Negeri Baturaja Tahun
2023 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor
W6-U4/66/KP.04.6/1/2023. Penentuan anggota tim dilaksanakan dengan mekanisme yang
jelas dan terbuka, diputuskan dalam rapat koordinasi pegawai serta dilengkapi dengan
notulen pembentukan tim kerja. Tim kerja yang dibentuk melibatkan semua unsur
Pimpinan, Hakim, ASN dan Honorer dimaksudkan agar seluruh pegawai berperan aktif
dalam membangun ZI-WBK.

b. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK
Sebagai tindaklanjut pembentukan Tim Kerja ZI Menuju WBK, telah disusun Dokumen
Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK yang ditetapkan melalui Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/125/KP.04.6/1/2023. Dokumen rencana

pembangunan ZI Menuju WBK dimaksud memuat rencana aksi pada penerapan program,
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rencana aksi, indikator, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan tindak

lanjut dan target pada area manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan

manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penilaian

kualitas pelayanan publik yang ditentukan oleh masing-masing koordinator area

perubahan.

Selain itu dokumen juga memuat sasaran utama disusunnya dokumen rencana kerja yaitu

agar terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkatan

kualitasi pelayanan publik kepada masyarakat yang diukur melalui indeks kepuasan

masyarakat; jadwal kegiatan serta target pelaksanaannya dan juga penanggung jawab tiap

area perubahan.

Tanggung jawab masing-masing koordinator area perubahan tidak terbatas pada

menentukan target prioritas dan pelaksanan program namun juga membuat laporan

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan sekali.

Koordinator area perubahan juga memaksimalkan pemanfaatan berbagai sarana media

komunikasi seperti dialog dengan seluruh pegawai, rapat, Facebook, Instagram, Tiktok,

Whatsapp Group, Website, Banner dan spanduk-spanduk WBK untuk mensosialisasikan

pembangunan ZI Menuju WBK kepada seluruh pemangku kepentingan.

. Pemantauan dan Evaluasi
Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK berupaya keras untuk melaksanakan program
sesuai dengan rencana kerja yang telah dibuat dan secara berkala melakukan pemantauan
dan evaluasi terhadap tingkat capaian target pembangunan untuk memastikan bahwa
seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan, dan hasil
monitoring dan evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti. Dalam melakukan pemantauan dan
evaluasi, tim kerja juga melibatkan seluruh tim serta pegawai. Disamping itu, pimpinan
Pengadilan Negeri Baturaja juga aktif terlibat dalam proses pemantauan serta evaluasi
yang terus dilakukan setiap rapat pegawai. Hasil pemantauan kemudian dituangkan dalam
laporan monitoring dan evaluasi yang disampaikan kepada Pengadilan Tinggi setiap tiga
bulan sekali.

. Perubahan Budaya kerja dan Pola Pikir
Perubahan budaya kerja dan pola pikir dilakukan melalui langkah-langkah sebagai
berikut:

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan ZI Menuju WBK
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Dalam rangka menciptakan perubahan budaya kerja dan pola pikir, Pimpinan
Pengadilan Negeri Baturaja perlu berperan aktif untuk menjadi panutan dan contoh
bagi jajaran dan pegawainya sehingga seluruhnya terlibat dalamproses pembangunan ZI
Menuju WBK. Aktifitas-aktifitas yang telah dilakukan antara lain:

e Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja dan salah seorang Hakim berperan sebagai
role model untuk Menuju ke arah yang lebih baik;

e Melakukan Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja
oleh Pimpinan beserta jajaran dan pegawai tanggal 18 Januari 2018;

e Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja meningkatkan frekuensi untuk melakukan
dialog dan tatap muka secara langsung kepada pemohon layanan mengenai prosedur
dan kinerja pelayanan;

e Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja melakukan pemantauan terhadap kepatuhan
seluruh Pelaksana Fungsi sebagai unsur pimpinan untuk melaporkan harta
kekayaannya secara rutin melalui aplikasi LHKASN dan LHKPN;

e Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja, di berbagai kesempatanterus menerus
mengingatkan prinsip zero tolerance bagi pegawai yang diketahui melakukan KKN;

Penetapan agen perubahan dalam pembangunan ZI menuju WBK

Dalam rangka mempercepat proses perubahan budaya kerja dan pola pikir
seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja maka Ketua Pengadilan,
Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris melakukan seleksi dan memutuskan 1
(satu) orang pegawai yang layak sebagai Agen Perubahan dari unsur ASN. Pemilihan
agen perubahan tersebut didasarkan oleh komitmen yang tinggi serta kemampuan
untuk berkomunikasi dengan baik serta dapat menjadi agen perubahan bagi pegawai
lainnya.

Peran dari agen perubahan sangat krusial yaitu sebagai Kkatalis yaitu
memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai untuk melakukan perubahan ke
arah unit kerjayang lebih baik; penggerak perubahan yaitu mendorong seluruh pegawai
untuk berperan dan berpartisipasi dalam proses perubahan; pemberi solusi yaitu
memberikan alternatif solusi kepada pegawai maupun Pimpinan dalam melaksanakan
proses perubahan; Mediator yaitu membantu memperlancar proses perubahan antara

pihak internal dengan eksternal dan vice versa; serta penghubung yaitu menghubungkan
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komunikasi dua arah antara pegawai dengan Pimpinan maupun pengambil keputusan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain adalah:

Surat Penunjukkan Role Model Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
Nomor W6-U/702/KP.05.8/11/2023 dan agen perubahan Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/127/KP.04.6/1/2023;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor  W6-
U4/114/KP.04.6/1/2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada
Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Baturaja Nomor W6-U4/94/KP.04.6/1/2023 tentang Pembentukan Tim
Pelaksana Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Baturaja
Kelas | B;

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor  W6-
U4/72/KP.04.6/1/2023 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Membangun
Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Baturajadan Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/89/KP.04.6/1/2023 tentang Tim
Pengendalian Gratifikasi Membangun Zona Integritas di lingkungan Pengadilan

Negeri Baturaja;

3. Penerapan budaya kerja dan pola pikir serta benah diri di lingkungan Pengadilan

Negeri Baturaja

Upaya penerapan budaya kerja dan pola pikir serta benah diri di lingkungan

Pengadilan Negeri Baturaja telah dibangun secara bertahap dengan harapan Pimpinan

beserta jajaran dan pegawainya dapat berperan aktif dan berkontribusi dalam proses

pembangunan ZI Menuju WBK. Kegiatan- kegiatan dimaksud antara lain:

Penerapan aplikasi absensi kehadiran melaui finger print, absen manual dan absen
melalui aplikasi SIKEP, oleh seluruh pejabat dan pegawai Pengadilan serta
mengevaluasi kehadiran pegawai setiap bulan;

Penerapan sistem pelayanan secara langsung kepada pengguna layanan dan tidak
membenarkan pengurusan melalui pihak ketiga;

Penerapan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang memberikesempatan kepada
masyarakat untuk secara aktif mengawasi dan menilai pencapaian target yang
ditetapkan.

Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi kepada

publik terkait kegiatan maupun pemberitahuan dan peringatan guna meningkatkan
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transparansi antara Pengadilan Negeri Baturaja dengan Stakeholders;
Menyampaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang telah
diberikan kepada publik melalui media sosial;

Keterbukaan informasi mengenai biaya yang harus dibayar untuk setiap jenis
pelayanan, baik dalam bentuk banners di setiap sudut strategis yang terlihat oleh
pemohon, maupun dalam bentuk Sosialisasi melalui berbagai sarana media
komunikasi termasuk Facebok, Instagram dan Website;

Pengadaan dan perawatan rutin terhadap seluruh fasilitas pelayanan masyarakat
termasuk ruang menyusui/kesehatan, layanan bagi penyandangdisabilitas, dIl untuk
memastikan kenyamanan pengguna layanan;

Memberikan sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran maupun
memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP;

Pemasangan CCTV untuk memantau aktifitas pelayanan untuk memastikan
pelayanan yang diberikan bebas dari KKN;

Menggunakan atribut, banner, dan spanduk dalam memberikan pelayanan yang

prima.

4. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI Menuju WBK

Pembangunan ZI Menuju WBK di lingkungan Pengadilan Baturaja telah

melibatkan seluruh pegawai sehingga masing-masing pegawai memiliki rasa untuk memiliki

dan menjadikan program pembangunan ini menjadi program bersama. Kegiatan tersebut antara

lain adalah:

Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja oleh
Pimpinan beserta jajaran dan pegawai tanggal 18 Januari 2018;

Penerapan dan Pengembangan Budaya Kerja dan Pola Pikir yang mendukurng
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan
Pengadilan Negeri Baturaja melalui dialog antara Pimpinan dengan seluruh
pegawai untuk menimbulkan rasa saling memiliki;

Pengikutsertaan secara aktif Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja dan seluruh
dalam pembangunan ZI Menuju WBK dan menjadikan pembangunan ZI Menuju
WBK sebagai program bersama;

Pertemuan anggota Tim secara berkala untuk membahas hasil-hasil pemantauan di
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lapangan dan selanjutnya dilaporkan pada rapat area untuk kemudian dicarikan
solusinya;

e Pertemuan dan dialog anggota Tim dengan dengan seluruh pegawai secara berkala
tentang kendala upaya penyempurnaan layanan serta program inovasi Pengadilan
yang lebih baik.

Langkah-langkah Manajemen Perubahan secara menyeluruh di Pengadilan
Negeri Baturaja dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pelayanan serta
kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Baturaja terhadap
pelayanan yang diterima. Dalam melakukan hal tersebut, Pengadilan Negeri Baturaja
menggunakan moto Pengadilan Negeri Baturaja MANTAP.

2. PENATAAN TATALAKSANA

Area kedua dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) adalah Penataan Tatalaksana. Penataan Tatalaksana ini bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,
efisien, dan terukur.

Target program penataan tatalaksana adalah penggunaan teknologi informasi dalam
proses penyelenggaraan manajemen pemerintah, dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas
proses manajemen pemerintahan pada pembangunan ZI Menuju WBK. Penataan Tatalaksana
di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI
Menuju WBK. Dalam hal ini target utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya Kinerja
yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses
penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI Menuju WBK, antara lain melalui
pemanfaatan teknologi informasi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan dalam
upayanya untuk meningkakan pelayanan publik dengan menerapkan Penataan Tatalaksana di
Pengadilan Negeri Baturaja, utamanya melalui penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi secara
berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama yang mengacu pada
proses bisnis Pengadilan Negeri.

Guna memenubhi target tersebut, maka telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
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a. SOP kegiatan utama

Dalam rangka Penataan Tatalaksana, Pengadilan Negeri Baturaja telah
menetapkan dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup dokumen SOP
di bidang kesekretariatan dan bidang kepaniteraan.

Selain itu, dalam melaksanakan visi dan misi Mahkamah Agung, Pengadilan
Negeri Baturaja juga membuat beberapa program inovasi. SOP program inovasi tersebut
juga telah dituangkan ke dalam SOP sebagai rujukan para pegawai dalam menerapkan
program inovasi dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan Pelayanan Peradilan,

Pengadilan Negeri Baturaja juga telah menerapkan SOP inovasi penggunaan teknologi,

antara lain:

1. KATAS (Kartu Prioritas)

2. Vidlabel (Video Layanan Difabel)

3. Posbakum Online

4. Audio Brosur

5. BUTIK (Buku Tamu Elektronik)

6. Aplikasi SANDRA (Smart Assistant Data Perkara)

7. Aplikasi SISGRA (Sistem Informasi Statistik Grafik Perkara)
8. ASIK (Absensi Kehadiran Honorer)

9. Antrian PTSP

10. Antrian Kesiapan Persidangan
11. Anti Gratifikasi

Guna memastikan SOP yang dibuat diterapkan oleh para pegawai, maka
Pelaksana Fungsi melakukan monitoring dan memastikan pegawai menerapkan SOP yang
telah disusun. Selain itu, melalui mekanisme rapat monitoring dan evaluasi setiap pekan
sekali. Pengadilan Negeri Baturaja juga memantau secara langsung jika terdapat aduan
dalam pemberian pelayanan publik yang telah diberikan. Sejak kegiatan monitoring lebih
ketat dilakukan oleh pelaksana fungsi, tidak ada aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan
pelayanan di Pengadilan Negeri Baturaja.

b. Penerapan E-Office dan Keterbukaan informasi public
Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pertanggungjawabankinerja

yang transparan, sejak proses pembangunan ZI Menuju WBK dilakukan, Pengadilan
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Negeri Baturaja telah memastikan Penetapan Kinerja Individu dimana setiap pegawai
diwajibkan untuk menyusun sasaran dan target kinerja setiap awal tahun dalam bentuk
rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang akan dicapai oleh pegawai yang
bersangkutan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi aspek Kuantitas, Kualitas, Waktu,
dan atau Biaya dilakukan secara online.

Manajemen Kepegawaian di Pengadilan Negeri Baturaja juga dilaksanakan
melalui pemantauan terhadap kepatuhan seluruh jajaran pimpinan Pengadilan Negeri
Baturaja untuk mengisi dan memperbaharui data kepegawaian dalam website
sikep.mahkamahagung.go.id.

Selain itu, pengukuran kinerja dilaksanakan juga dilakukan melalui aplikasi
Monitoring dan Evaluasi secara elektronik dengan cara aplikasi SIPP Mahkamah Agung
RI, MIS, E-Office, e-Court (Layanan pendaftaran perkara secara online), Komdanas,
aplikasi antrian sidang, aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian), PTSP+ (Surat
Masuk Keluar), aplikasi Eraterang, buku tamu PTSP/ umum. aplikasi e-kepegawaian,
aplikasi SISUPER (Sistem Informasi Survey Elektronik), e-Bima (Electroning Budgeting
Implementation Monitoring dan Acountability), e-Sadewa (Electronic State Asset
Development and Enchancement Work Aplication), e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana
Terpadu).

Upaya-upaya peningkatan dan penyempurnaan layanan bagi masyarakat pencari
keadilan di wilayah Pengadilan Negeri Baturaja secara berkelanjutan terusdikembangkan
dengan mernperhatikan kebutuhan masyarakat pemohon dituangkan dalam Standar
Pelayanan Peradilan. Dalam hal ini, informasi terkait persyaratan, prosedur, serta proses
bisnis pengadilan terus ditingkatkan melalui pemanfaatan media-media sosial yang ada
seperti Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, Website dan Spanduk/Banner.

Adapun media sosial yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri Baturaja:

Website: www. pn-baturaja.go.id

Facebook : Pengadilan Negeri Baturaja

Instagram : www.instagram.com/pn_baturaja

Youtube : https://www.youtube.com/@PengadilanNegeriBaturaja
Tiktok . https://www.tiktok.com/@pn_baturaja

e-Mail . pengadilannegeri.bta@gmail.com
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http://www/
https://www.youtube.com/@PengadilanNegeriBaturaja

Pengololaan media sosial ditangani oleh tim pengelola IT yang terdiri dari seluruh
Pelaksana Fungsi yang ditunjuk. Tim IT ini bertugas untuk menyampaikan informasi
kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi termasuk menjawab pertanyaan yang timbul

sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Target program penataan sistem manajemen SDM adalah meningkatkan ketaatan
terhadap pengelola SDM Aparatur, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur,
disiplin SDM Aparatur, efektifitas manajemen SDM Aparatur, dan profesionalisme SDM
Aparatur pada masing-masing area perubahan pada program pembangunan ZI Menuju WBK.

Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai
Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.
Secara khusus penataan sistem manajemen kepegawaian Pengadilan Negeri Baturaja
ditujukan untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, dan
berkinerja tinggi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi.
Langkah- langkah perencanaan pegawai dilakukan dengan analisis jabatan dan beban kerja,
pengisian posisi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta pelatihan ketrampilan
secara berkala bagi pegawai sesuai dengan ketersediaan posisi dan kebutuhan pegawai.

Manajemen SDM Pengadilan Negeri Baturaja juga dilaksanakan melalui
pemantauan terhadap kelengkapan data kepegawaian Pengadilan Negeri Baturaja dalam
website sikep.mahkamahagung.go.id.

a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan analisis beban kerja:
1. Penambahan analis perkara peradilan 1 orang.
2. Penambahan pengadministrasi registrasi perkara sejumlah 1 orang.

b. Pola mutasi internal

Penempatan pegawai dalam status ASN pada prinsipnya dilakukan berdasarkan

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Untuk Hakim yang ditugaskan di Pengadilan
Negeri Baturaja secara berkala setiap maksimal 4 tahun akan mengalami promosi mutasi
dengan SK Ketua Mahkamah Agung. Pimpinan kantor juga dapat melakukan mutasi
secara internal. Mutasi internal ini didasari oleh kebutuhan organisasi, kecakapan dan
kemampuan pegawai pada bidang tertentu, latar belakang serta pengalaman pegawai yang

akan memberikan efek langsung dalam melakukan perubahan maupun berjalannya
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organisasi. Kepada setiap tersebut kemudian diterbitkan Surat Keputusan penetapan
pegawai sebagai pelaksana fungsi yang juga memuat tupoksinya masing-masing, dan
pelaksana fungsi juga diharuskan menandatangani Pakta Integritas.

Sebagai upaya benah diri dalam proses mutasi internal, telah diterbitkan Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/129/KP.04.6/1/2023 tentang
pola promosi dan mutasi dalam lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.

Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja melakukan monitoring dan evaluasi melalui
mekanisme rapat internal untuk memonitoring penerapan program dan perubahan yang
telah dilakukan oleh masing-masing pelaksana fungsi. Di setiap monitoring dan evaluasi di
berbagai kesempatan Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja selalu nienggarisbawahi
prinsip zero tolerance bagi siapapun yang terbukti melakukan KKN. Hal ini terus
dilakukan dikarenakan tugas utama Pengadilan Negeri Baturaja adalah memberikan
pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat.

Sejak bertekad untuk membangun ZI Menuju WBK, Pengadilan Negeri Baturaja
terus memperbaiki diri baik secara internal maupun ekternal. Hal ini jugadapat dilihat dari
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang telah diterbitkan untuk
memastikan pegawai memahami tupoksinya dengan baik. Selain itu kontrak kerja yang
ditandatangani oleh pegawai juga memuat deskripsi tugasnya masing-masing. Sebagai
langkah perbaikan, pegawai juga menandatangani pakta integritas. Bagi pegawai yang
terbukti melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain
itu, tupoksi masing-masing pegawai juga diupdate setiap satu tahun sekali sesuai dengan

kondisi yang dihadapi.

. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

Dalam rangka pengembangan pegawai, Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja
secara reguler terus memberikan kesempatan yang adil dan merata sesuai kemampuan
masing-masing pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi masing-masing,
diantaranya dengan mengikutsertakan pegawai dalam berbagai kegiatan seminar,
sosialisasi, dan bimbingan teknis baik yang diadakan di dalam negeri, dengan tujuan
dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pelaksanaan tugas mereka.

Pembinaan dan pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi bidang pada

pegawai dalam kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan
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kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pada tahun anggaran 2022,
Pengadilan Negeri Baturaja secara aktif telah menugaskan para pegawai untuk mengikuti
kegiatan seminar, dan bimbingan teknis. Keikutsertaan aktif para pegawai dalam kegiatan
ini mengakibatkan perbaikan pemahaman serta memberikan dampak positif terhadap
pelayanan yang diberikan.

Beberapa kegiatan yang melibatkan pegawai setempat tersebut antara lain (mulai

dari Januari 2023 sampai dengan Desember 2023):

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana
Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum
Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat
Mahkamah Agung RI, JI. Cikopo Selatan
Desa Sukamaju Kec. Megamendung Kab.
Bogor Jawa Barat 16770.

Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim
Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh
Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah
Agung RI, JI. Cikopo Selatan Desa
Sukamaju Kec. Megamendung Kab. Bogor
Jawa Barat 16770.

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana
Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan
Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dan Palembang bertempat
di Swiss-Belhotel pangkal Pinang

Mengikuti Bimbingan Teknis
Pengembangan Kompetensi ASN melalui
Pembangunan Zona Integritas pada Area
Penguatan Akuntabilitas Kinerja di
Pengadian Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan.
bertempat di Hotel Harper Palembang JI. R.
Sukamto No. 20, Palembang.

02 April 2023 s.d 07 April 2023

05 Mei 2023 s.d 19 Mei 2023
Tahap | dan tanggal 21 Mei 2023
s.d 31 Mei 2023 Tahap Il

20 Februari 2023 s.d 04 Maret
2023

22 s.d 24 November 2023

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana
Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan
Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dan Palembang bertempat
di Swiss-Belhotel Pangkal Pinang

20 Februari 2023 s.d 04 Maret
2023

| Made Gede Kariana, S.H.

Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial
Tindak Pidana Narkotika Bagi Hakim
Peradilan Umum Seluruh Indonesia
bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung
RI, JI. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec.
Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat
16770.

02 April 2023 s.d 07 April 2023

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana
Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan
Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Bangka Belitung dan Palembang bertempat
di Swiss-Belhotel pangkal Pinang

20 Februari 2023 s.d 04 Maret
2023

Salihin Ardiansya, S.H., M.H.

Pelatihan Hakim Berkelanjutan | (CJE I)
peradilan Umum seluruh Indonesia melalui
Pembelajaran Mandiri E-Learning

anuari 2023 s.d 11 Februari 2023
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bertembpat di Pusdiklat Badan Litbang
Diklat Kumdil MARI

Yessi Oktarina, S.H.

Mengikuti Undangan Uji Publik dan
Knowledge Sharing Buku Saku SIPP-EIS
bagi Pimpinan Pengadilan Tahun 2023 pada
Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan
Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah
Agung RI

Maret s.d 09 Maret 2023;

Arie Septi Zahara, S.H.

Mengikuti Pelatihan Pemantapan KEPPH
bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort -
JI. Dreded Pahlawan, Bogor 16132

Mengikuti Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran
KEPPH, Studi Kasus Laporan Masyarakat
di Komisi Yudisial bertempat di Hotel
Radisson Lampung Kedaton JI. Teuku Umar
— Sultan Agung No. 1 Bandar Lampung;

Maret 2023 s.d 18 Maret 2023

Agustus 2023 s.d 1 September 2023

Alidin, S.H., M.H.

Mengikuti Bimbingan Teknis
Pengembangan Kompetensi ASN melalui
Pembangunan Zona Integritas pada Area
Penguatan Akuntabilitas Kinerja di
Pengadian Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan.
bertempat di Hotel Harper Palembang JI. R.
Sukamto No. 20, Palembang.

22 November s.d 24 November
2023

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial
Panitera / Panitera Pengganti Peradilan
Umum Seluruh Indonesia bertempat di
Pusdiklat Mahkamah Agung RI, JI. Cikopo
Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung
Kab. Bogor Jawa Barat 16770.

26 Juli 2023 s.d 28 Juli 2023
Tahap | dan tanggal 31 Juli 2023
s.d 05 Agustus 2023 Tahap Il

10.

Ahmad Sulaiman, S.H.

Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial
Jurusita dan Jurusita Pengganti Lingkungan
Peradilam Umum Seluruh Indonesia
bertempat di Jalan Cikopo Selatan, Desa
Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor —
Jawa Barat.

.d. 29 September 2023 tahap | dan
tanggal 1 s.d. 7 Oktober 2023
tahap I

Dwi Joko Handoyo, S.H.

Mengikuti Pelatihan Manajemen
Pengelolaan Barang Milik Negara
Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di
Wilayah Jakarta Gelombang Il Angkatan |
s.d IV Tahun 2023 bertempat di Pusdiklat
BPK RI JI. Raya Kalibata, RT.6/RW.7,
Kalibata, Jakarta Selatan

15 Mei 2023 s.d 17 Mei 2023

Hendra Gunawan Saputra, S.Kom.

Mengikuti Bimbingan Teknis
Pengembangan Kompetensi ASN melalui
Pembangunan Zona Integritas pada Area
Penguatan Akuntabilitas Kinerja di
Pengadian Tinggi Palembang dan
Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan.
bertempat di Hotel Harper Palembang JI. R.
Sukamto No. 20, Palembang.

22 s.d 24 November 2023

Verina Inez Nabilah, A.Md.A.B.

Mengikuti Sosialisasi Kepmensos Nomor
221 Tahun 2022 tentang Sentra Layanan
Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik
Kesejahteraan Sosial Bandung dan Pusat
Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan
Profesi bertempat di Dinas Sosial
Kabupaten OKU;

01 Agustus 2023
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Selain itu, terdapat pula dokumen daftar kebutuhan diklat/bimtek/pelatihan
berdasar trend need analysis pengembangan kompetensi dan dokumen rencana
pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP. Seluruh pegawai juga mempunyai
kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

. Penetapan Kinerja Individu

Penetapan Kinerja Individu merupakan kontrak kerja yang diberikan dan
disepakati oleh pegawai yang dinilai dan atasan langsungnya untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi Pengadilan Negeri yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan
Program Kerja. Dalam hal ini seluruhpegawai, diwajibkan untuk menyusun sasaran dan
target kinerja setiap awal tahun dalam bentuk rencana kegiatanyang akan dilaksanakan dan
target yang akan dicapai oleh pegawai yang bersangkutandalam kurun waktu 1 (satu) tahun
meliputi aspek Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan/atauBiaya.

Bagi pegawai Pengadilan Negeri Baturaja, baik Hakim maupun maupun ASN,
Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan menyusun Sasaran Kerja Pegawai
(SKP). SKP masing-masing pegawai menjadi dasar pengukuran Kinerja pegawai dan
dimonitor serta dievaluasi oleh atasan setiap tiga bulan dan pada akhir tahun. Hasil
penilaian Kinerja ini menjadi dasar untuk pengembangan Karir, termasuk pengusulan
kenaikan pangkat PNS.

Sejak bertekad untuk membangun ZI Menuju WBK, dengan adanya Penetapan
Kinerja Individu merupakan tahap awal dari pengelolaan kinerja pegawai yang selanjutnya
dipantau dan dievaluasi untuk memastikan pencapaiannya sebelum dilakukan penilaian
kinerja. Pemantauan dilakukan secara berkala dan berfungsi sebagai early warning bagi
pemimpin dalam memitigatasi dan mengantisipasi permasalahan kinerja yang terjadi.

Sistem pengelolaan kinerja yang mengkaitkan antara tingkat capaian dan perilaku
kinerja pegawai menjadi dasar dalam pengelolaan talenta (bakat dan kemampuan) dan
pengelolaan penghargaan (reward) di Pengadilan Negeri Baturaja. Seluruh bentuk
penghargaan dan pengembangan talenta yang diperoleh pegawai berdasarkan penilaian
yang jelas diharapkan dapat memotivasi pegawai untuk mencapai target-target kinerjanya.

. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
Dalam menegakkan aturan disiplin perilaku pegawai, Pengadilan Negeri Baturaja
mewajibkan setiap pegawai baik Hakim maupun ASN untuk menandatangani Pakta

Integritas.

26 LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK | Pewgadilan Negeri Baturaja Retae | B



Di masa yang akan datang, apabila terbukti adanya pegawai yang melakukan
pelanggaran Kontrak Kerja maupun Pakta Integritas, akan diberikan sanksi berupa teguran
oleh Atasan Langsung, baik secara lisan maupun tertulis dan dilengkapi dengan Berita
Acara Pemeriksaan dan laporan tertulis kepada Pengadilan TinggiPalembang.

f. Sistem Informasi Kepegawaian

Untuk menjamin efektivitas pengelolaan data kepegawaian, Pengadilan Negeri
Baturaja telah menggunakan system informasi kepegawaian, yaitu
sikep.mahkamahagung.go.id dan dilakukan update data secara berkala untuk menjamin
validitas data di dalamnya. Layanan dalam aplikasi ini yaitu dapat membuat Kenaikan
Pangkat Otomatis (KPO) bagi pegawai, layanan ujian dinas bagi pegawai Yyang
diselenggarakan secara online (e-Exam), layanan proses promosi dan mutasi melalui
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terhadap pegawai, LHKPN,

Diklat dan manejemen SDM lainnya.

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Perbaikan dan penguatan sistem manajemen pemerintahan yang baik (good
governance) merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri
Baturaja dengan fokus utama pada upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan capaian
kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Baturaja
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pengelolaan sumber daya dan
pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan yang telah
ditetapkan dan dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja
(LKJiP) yang disusun secara periodik. Untuk mendukung penguatan akuntabilitas Kinerja,
Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 457/KPN.W6-
U4/KP3.4.1/X11/2023.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk memastikan terbentuknya
pemerintahan yang baik dan terpercaya di Pengadilan Negeri Baturaja sehingga mampu
mencapai target program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu meningkatkan Kinerja pada

Pengadilan Negeri Baturaja dan akuntabilitas instansi pemerintah.
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a. Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang
termasuk di dalamnya adalah dokumen perencanaan strategis yang menyajikan arah
pengembangan yang diinginkan dengan memperhatikan kondisi Pengadilan Negeri
Baturaja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran
keberhasilan.

Untuk tujuan tersebut, Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja dan seluruh
pelaksana fungsi terlibat secara langsung baik pada saat penyusunan perencanaan maupun
pada saat penetapan kinerja dan memantau pencapaian Kinerja secara berkala.

Indikator kinerja Pengadilan Negeri Baturaja juga telah memenuhi prinsip
SMART sebagaimana tertuang dalam manual IKU. Di dalam manual IKU tersebut
dijelaskan ukuran sasaran kinerja yang jelas dalam bentuk angka atau persentase yang
harus dicapai dalam satu periode 1 tahun. Laporan rutin baik per kegiatan, bulanan,
triwulan, dan semesteran terkait hasil penatalaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri
Baturaja dituangkan dalam bentuk Laporan kinerja Tahunan.

Dengan berpegang terhadap rencana yang telah disusun pada Perjanjian Kinerja
dan IKU maka kinerja Pengadilan Negeri Baturaja dapat ditingkatkan dan diukur.
Perencanaan, proses, dan hasil implementasi dituangkan dalam laporan monitoring dan
evaluasi secara tertulis setiap triwulan. Hasil ukuran tersebut nantinya dapat digunakan
sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas dan perbaikan Kerja serta akuntabilitas kerja
Pengadilan Negeri Baturaja. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi yaitu agar
kinerja pegawai Pengadilan Negeri Baturaja selalu terpantau, terarah, dan sesuai dengan

penetapan Kinerja organisasi.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Sesuai ketentuan Peraturan Presiden nomor 24 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabititas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri

Baturaja dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen perencanaan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Baturaja

diharuskan menyusun perencanaan yang terarah sehingga program-program, Kinerja
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pegawainya, langkah strategis serta anggarannya sesuai dengan target kinerja yang
telah ditetapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2020-2024
merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan program
dan kegialan yang akan dilaksanakan, serta target dan sasaran yang akan dicapai pada
periode 5 (lima) tahunan dimulai tahun 2020-2024. Dokumen tersebut kemudian
dijadikan dasar penetapan kinerja dan realisasi target meialui pelaksanaan program-
program oleh Pengadilan Negeri Baturaja dan para pelaksana fungsi. Penyusunan
masing-masing program juga harus dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan
Rencana Anggaran Biaya. Hal ini diperlukan agar dapat dilakukan penilaian sejauh
mana Pengadilan Negeri Baturaja telah membuat perencanaan program yang

memberikan manfaat atau hasil atas penggunaan anggarakan yang dialokasikan.

. Dokumen perencanaan berorientasi hasil

Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja dan para pelaksana fungsi bertugas
untuk memastikan seluruh program kegiatan telah sesuai dengan perencanaan yang
ditetapkan, mengukur Kinerja, membuat laporan kinerja dan mengevaluasi Kinerja itu
sendiri. Proses pemerintahaan termasuk juga yang Pengadilan Negeri Baturaja harus
memastikan program pemerintah berorientasi kepada hasil bukan hanya sekedar proses.

Dalam menyusun program, dengan supervisi pimpinan Pengadilan Negeri
Baturaja, para pelaksana fungsi harus memastikan seluruh program sesuai dengan
penetapan kinerja Pengadilan Negeri Baturaja. Baik program maupun anggaran dapat
dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk menjaga hasil
pertanggungjawabkan/evaluasi kualitas implementasi, maka pelaksanakan program
harus disampaikari kepada masyarakat. Sebagai bagian dari keterbukaan informasi
publik, maka Perjanjian Kinerja dan IKU Pengadilan Negeri Baturaja telah dimuat di
website resmi Pengadilan Negeri Baturaja.

Penyusunan dokumen perencanaan yang berorientasikan hasil di Pengadilan
Negeri Baturaja dikoordinasikan oleh Kasubag. Perencanaan, TI, dan Pelaporan di
bawah koordinasi Wakil Ketua untuk dilaporkan secara berkala kepada Pengadilan
Tinggi Palembang.

Pengelolaan kinerja Pengadilan Negeri Baturaja didasarkan pada

penerjemahan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Pengadilan Negeri Baturaja ke dalam
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kerangka operasional. Berdasarkan sistem pengelolaan kinerja ini akan dilakukan
penilaian atas kinerja masing-masing pegawai Pengadilan Negeri Baturaja yang
didasarkan pada Kontrak Kinerja dan Nilai Perilaku pegawai yangbersangkutan untuk
menghasilkan Penilaian Prestasi Kinerja.

. Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023

Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
serta Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Baturaja.
Perjanjian Kinerja (PK) 2023 diajukan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang berisikan pernyataan kesiapan Pengadilan
Negeri Baturaja untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023. Selain
memuat penugasan dan pemberian amanah oleh Ketua, Perjanjian Kinerja juga
memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan target yang diperjanjikan untuk
dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan
kegiatan yang mendukung pecapaian sasaran strategis. Kinerja yang diperjanjikan
tidak dibatasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan (output) tahun 2023 semata
namun juga termasuk dampak kinerja (outcome) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-
tahun sebelumnya. Dengan demikiantarget kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan Kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 ini merupakan wujud nyata komitmen
Pengadilan Negeri Baturaja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi,
dan kinerja pada tahun berjalan, sekaligus sebagai bahan monitoring, evaluasi dan
supervisi pimpinan terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
kinerja Perwakilan Rl yang nantinya akan dijadikan dasar pemberian penghargaan dan
sanksi.

Pengukuran Kkinerja dilaksanakan setiap triwulan. Prinsip monitoring dan
evaluasi tersebut adalah dengan cara membandingkan realisasi capaian kinerja dan
tingkat serapan anggaran dengan sasaran dan target kinerja yang diperjanjikan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja 2023.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Baturaja telah melakukan pengukuran Kkinerja
unit dengan melalukan input realisasi kinerja secara rutin setiap triwulan untuk

memonitor tingkat capaian target kinerja yang dinyatakan dalam satuan yang jelas dan
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tepat waktu, Hasil ukuran tersebut nantinya dapat digunakan sebagai dasar untuk
meningkatkan kualitas dan perbaikan kerja serta akuntabilitas kerja Pengadilan Negeri
Baturaja. Dengan cara demikian kualitas Kinerja dapat terukur dan tercapai sesuai
dengan penetapan kinerja Pengadilan Negeri Baturaja.

Penyusunan Laporan Kinerja

Pelaporan kinerja yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Baturaja telah disusun
tepat waktu dan dalam bentuk penyusunan dan penyajian Laporan Kinerja (LKJiP)
Tahunan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang
dialokasikan pada tahun berjalan. Laporan Kinerja Tahunan memuat perencanaan
strategis, rencana pencapaian sasaran strategis, realisasi pencapaian sasaran strategis
dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja
tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan kinerja di Pengadilan Negeri Baturaja disusun oleh para
pelaksana fungsi yang kemudian dikoordinasikan oleh Kasubag Perencanaan, TI, dan
Pelaporan di bawah koordinasi Wakil Ketua untuk dilaporkan secara tepat waktu
kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.

Guna memonitoring dan mengevaluasi kinerja Pengadilan Negeri Baturaja,
maka tim Pengadilan Tinggi Palembang memberikan Nilai Hasil Evaluasi terhadap
Akuntabilitas Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2023 adalah sebesar 73.00 dengan
kategori BB (Sangat Baik).

Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

Peningkatan kapastias SDM yang menangani akuntabilitas kinerja bertujuan
untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka
pembangunan Zona Integritas Menuju WBK. Hal ini dilakukan untuk menciptakan
pegawai yang berintegritas, kompeten, capable, profesional, dan berkinerja tinggi
sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi utamanya yang
bertanggungjawab menangani akuntabilitas kinerja.

Sejak berkomitmen untuk membangun ZI Menuju WBK, pejabat maupun

pegawai mengikuti program peningkatan kapasitas SDM, akan diadakan sesi khusus
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untuk menyampaikan informasi, ilmu, dan pengalaman yang telah didapat kepada
seluruh pegawai sehingga seluruh pegawai mendapatkan pemahaman yang sama. Dari
hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan oleh agen perubahan yang ditunjuk,
proses ini terbukti efektif dan efisien, dan mengakibatkan proses peningkatan kapasitas
SDM dapat menyeluruh.

5.PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas

pengawasan dan penilaian pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

pada Pengadilan Negeri Baturaja. Target yang ingin dicapai adalah:

1.

2
3.
4

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara

Status Opini WBK BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara tetap bertahan
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Capaian untuk mengukur pencapaiannya pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP,

pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan. Pembangunan ZI

Pengadilan Negeri Baturaja dalam hal penguatan pengawasan antara lain dengan beberapa

kegiatan berikut ini:

a.

Pengendalian gratifikasi

Dalam pengendalian gratifikasi, Pengadilan Negeri Baturaja secara rutin dalam
setiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat terus melaksanakan public campaign
tentang pengendalian gratifikasi dan mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan
mewajibkan setiap pegawai, baik hakim maupun pegawai untuk menandatangani Pakta

Integritas.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tim kerja pembangunan ZI Menuju
WBK hingga saat ini terdapat laporan yang masuk ke tim satgas benturan kepentingan di
lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja. Namun demikian, tim kerja terus memperkuat diri
untuk mengendalikan gratifikasi melalui upaya-upaya sebagai berikut:

i.  Melakukan Penandatanganan Deklarasi Pencanangan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja
oleh Ketua beserta jajaran dan pegawai;

ii. Pimpinan di berbagai kesempatan terus menerus mengingatkan prinsip zero toleransi

bagi pegawai yang diketahui melakukan KKN;
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iii. Menerapkan pelayanan secara secara langsung kepada pemohon dan tidak
membenarkan pengurusan melalui pihak ketiga;

iv. Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasikepada publik
terkait kegiatan maupun pemberitahuan dan peringatan guna meningkatkan
transparansi antara Pengadilan Negeri Baturaja dengan masyarakat;

v. Memutar Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi (objek pendengar utama yaitu
seluruh masyarakat) yang diperdengarkan setiap akan dimulainya persidangan, serta
sebuah himbauan tentang penolakan gratifikasi (objek pendengar seluruh aparatur

pengadilan) yang diperdengarkan beberapa kali dalam sehart;

vi. Menyampaikan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang
telah diberikan kepada publik melalui media sosial,

vii. Melakukan diseminasi informasi mengenai biaya yang harus dibayar untuk setiap jenis
pelayanan, baik dalam bentuk banner di setiap sudut strategis yang terlihat oleh
pemohon, maupun dalam bentuk Sosialisasi melalui berbagai sarana media
komunikasi termasuk FB, Instagram dan Website;

viii. Memberikan hukuman bagi pegawai yang naelakukan pelanggaran maupun
memberikan pelayanan tidak sesuai dengan SOP;

ix. Memasang CCTV untuk memantau aktifitas pelayanan untuk memastikan pelayanan
yang diberikan bebas dari KKN;

X. Mengupdate Register Risiko setiap tahun.

b.Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) di Pengadilan Negeri
Baturaja ditujukan untuk membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian
risiko atas pelaksanaan kebijakan, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi: dan mengkomunikasikan serta menglimptementasikan
Sistem Pengawasan Internal (SPI) kepada pihak terkait.

SPIP Pengadilan Negeri Baturaja merupakan proses yang teringtegrasi  pada
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memberi keyakinan atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan.

Untuk mendukung penerapan SPIP, Pengadilan Negeri Baturaja telah membentuk

satuan tugas penyelenggaraan System Pengendalian Intern (SPIP) di lingkungan
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Pengadilan Negeri Baturaja, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/119/KP.06/1/2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB.

Terkait hal ini, Pengadilan Negeri Baturaja memperkuat seluruh kegiatan SPIP di
lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan
dan pengawasan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Dalam seluruh kegiatan
tersebut senantiasa mempertimbangkan 5 unsur SPIP yang harus diterapkan secara
terpadu. Kelima unsur tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan
pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern.

Pelaksanaan SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh
pegawai yang disosialisasikan melalui pelaksanaan apel senin pagi dan jumat sore dimana
pimpinan selalu memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar dapat
bekerja sebaik mungkin, memberikan pelayanan terbaik serta berintegritas. Inspeksi
mendadak oleh pimpinan juga merupakan pengawasan yang efektif dilakukan untuk
pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Di Pengadilan Negeri Baturaja juga menggunakan pintu akses di kantor
menggunakan akses pintu digital dan terdapat ruang tamu terbuka sehingga potensi

pertemuan antara pegawai dan pihak berperkara sangat kecil.

FOTO RUANG TAMU TERBUKA
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FOTO AKSES PINTU DIGITAL
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c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System

Dengan semakin terbukanya tuntutan publik terhadap transparansi program yang
diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Baturaja, maka pola komunikasi dua arah antara
Pengadilan Negeri Baturaja dan masyarakat harus tersusun melalui sebuah sistem yang
baik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir gesekan akibat perbedaan pemahaman atas
informasi yang tersampaikan.

Terbukanya ruang informasi tersebut juga berimplikasi pada transparansi Pengadilan
Negeri Baturaja dalam menyampaikan peraturan. Sementara itu. sebagai bentuk kepedulian
masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik datam bentuk
pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak
pelanggaran bisa disampaikan melalui dayanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing
system.

Pengaduan tersebut merupakan bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat
dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan.
Berbagai pelayanan publik memang kerap kali dirasa masih memiliki kekurangan.
Menanggapi keperluan tersebut, langkah-langkahyang telah diambil oleh Pengadilan Negeri
Baturaja antara lain adalah:

1. Menyusun Pedoman Penanganan atau Pengaduan Benturan Kepentingan serta whistle
blowing system;

2. Memasang CCTV yang terkoneksi ke ruang Ketua untuk memantau aktifitas pelayanan
untuk memastikan pelayanan yang diberikan bebas dari KKN;

3. Melakukan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang memberi kesempatan
kepada masyarakat untuk secara aktif mengawasi kualitaspelayanan yang telah diberikan;

4. Ketua Pengadilan Negeri Baturaja melakukan monitoring langsung pemberian pelayanan
kepada masyarakat secara rutin;

5.Dalam hal pengaduan masyarakat secara online, Pengadilan Negeri Baturaja
menggunakan aplikasi SIWAS yang dikendalikan oleh Mahkamah Agung dalam Hal ini

Badan Pengawasan melalui https://siwas.mahkamahagung.go.id/

d. Penanganan Benturan Kepentingan
Penanganan potensi Benturan Kepentingan di Pengadilan Negeri Baturaja
dilaksanakan melalui langkah-langkah identifikasi potensi benturan kepentingan, sosialisasi,

dan pelaksanaan kebijakan penanganan benturan kepentingan, evaluasi atas penanganan
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benturan kepentingan; dan tindaklanjuthasil evaluasi. Dalam hal ini telah dibentuk Satuan
Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja
melalui  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-
U4/114/KP.04.6/1/2023 tentang Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri
Baturaja Kelas | B dan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-
U4/94/KP.04.6/1/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penanganan Benturan
Kepentingan pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas | B.

Dalam melakukan penanganan benturan kepentingan, Pengadilan Negeri mewajibkan
setiap pegawai, baik hakim maupun ASN setempat untuk menandatangani Pakta Integritas.
Dalam menetapkan penanganan benturankepentingan, Pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja
telah melakukan dialog dengan pegawai dan dihimbau kepada seluruh pegawai apabila
terdapat indikasi atau dugaan benturan kepentingan dapat dilaporkan secara langsung
kepada satgasbenturan kepentingan. Pimpinan terus mengingatkan kembali kebijakan zero
toleransi bagi yang melakukan korupsi, pungli, dan tindakan lain yang merugikan negara
serta mencoreng nama baik Pengadilan Negeri Baturaja. Berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi tim kerja atas penanganan potensi benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan
Negeri Baturaja sejak Satgas dibentuk hingga saat ini, tidak terdapat laporan yang masuk

mengenai adanya benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu
dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja secara berkala sesuai
kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerja. Disamping itu peningkatan kualitas
pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan
publik.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas
pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan aman sehingga dapat memberikan pengaruh
positif terhadap indeks kepuasan masyarakat bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang di
Pengadilan Negeri Baturaja. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan prioritas

yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:
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a. Standar pelayanan

Peningkatan standar pelayanan dilaksanakan melalui penetapan kebijakan
standar pelayanan, diseminasi informasi standar pelayanan, penyusunan SOP pelayanan;
dan penyelenggaraan reviu atas standar pelayanan dan SOP. Berdasarkan laporan
monitoring dan evaluasi, Pengadilan Negeri Baturaja telah memiliki Standar Operasional
Prosedur (SOP) yang diterapkan pada kegiatan pelayanan publik. Prosedur pelayanan ini
dituangkan ke dalam informasi strategis yang telah diumumkan secara terbuka di media-
media informasi yang dapat diakses oleh semua orang lengkap dengan flowchart jenis dan
waktu pelayanan.

Di dalam pelaksanaannya dan mengikuti kondisi yang dihadapi, di luar SOP
yang telah ditetapkan, masih terdapat SOP tambahan yang diperlukan seperti SOP PTSP,
Aplikasi Antrian, Aplikasi Telegram Sandra, layanan ruang disabilitas, Duta Layanan,
Gugatan Sederhana. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk terus melakukan
perbaikan SOP maupun penambahan SOP baru mengikuti perkembangan kondisi yang
dihadapi.

b. Budaya pelayanan prima
Pengadilan Negeri Baturaja terus berupaya secara berkala untuk rnenanamkan
Budaya Pelayanan Prima di kalangan pegawai dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan
kode etik, estetika, dan capacity building, serta menyediakan informasi pelayanan yang
mudah diakses masyarakat melalui berbagai media. Untuk meningkatkan Kkinerja bagi
pelaksana pelayanan telah diterapkan sistem reward and punishment. Apabila terdapat
pelayanan yang tidak sesuai dengan SOP, Pengadilan Negeri Baturaja memberikan

kompensasi dan dituangkan ke dalam maklumat kompensasi pelayanan.
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FOTO MAKLUMAT KOMPENSASI PELAYANAN DAN KOMPENSASINYA
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Maklumat Kompensasi Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan Pengadilan

Negeri Baturaja juga telah memiliki sarana infrastruktur layanan terpadu/terintegrasi

dengan memperhatikan standar pelayanan dan kebijakan pelayanan publik seperti:

o 2

o o

> @ - oo

SIPP;

Aplikasi ‘SIWAS’;

Adanya One Day Minute;

Adanya One Day Publish;

Adanya Pos Bantuan Hukum yang Disediakan secara gratis;
Adanya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);

Adanya Mesin Antrian PTSP;

Adanya Mesin Antrian Sidang;

Adanya Survey IKM dan IPK melalui aplikasi sisuper;
Inovasi Aplikasi dalam Pelayanan: Vidlabel, Katas, audio brosur, posbakum online,
bot telegram (SANDRA);
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C.

k. Berbagai Media Pengaduan (kontak pengaduan, kotak  pengaduan, aplikasi
pengaduan) serta disertakan kotak saran.

Program Unggulan di Pengadilan Negeri Baturaja

Era Teknologi Informasi membawa tantangan bagi dunia peradilan untuk
senantiasa bergerak menciptakan inovasi-inovasi guna dapat menuju peradilan yang
modern. Di antara program unggulan yang menjadi inovasi Pengadilan Negeri Baturaja,
di antaranya:
3.1.Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. PTSP bertujuan mewujudkan proses pelayanan yang
cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan
memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan antikorupsi, kolusi, nepotisme.
PTSP dilaksanakan dengan prinsip: a. Keterpaduan, b. Efektif, efisien, dan ekonomis,

c. Koordinasi, d. Akuntabilitas, dan e. Aksesibilitas.

3.2.E-Court dan E-Litigasi.
E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk

pendaftara perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya secara online,
pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik,

dan persidangan secara elektronik.

3.3.Sidang Pidana secara Teleconference
Dengan kondisi pandemi saat ini mengharuskan melakukan inovasi agar
proses persidangan tetap berjalan dengan tertib dan lancar. Persidangan secara online
ini didukung oleh kapasitas internet yang sudah memadai sebesar 70 Mbps
Dedicated Global. Walaupun tidak ada pengadaan khusus fasilitas sidang
teleconference, tetapi dengan prangkat computer dan sound system serta didukung
jaringan yang memadai, dapat tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan maksimal.

3.4.Aplikasi Mesin Antrian Pengunjung dan Mesin Antrian Persidangan
Untuk menciptakan pelayanan prima terhadap pencari keadilan, maka PTSP

Pengadilan Negeri Baturaja sudah menerapkan system antrian pengunjung berbasis
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aplikasi, sehingga tidak ada lagi pelayanan yang tidak tertib, semua mendapatkan
giliran sesuai sistem antrian yang ada. Demikian juga antrian dalam persidangan,
dimana dahulu masyarakat tidak mengetahui tentang jadwal persidangan pada hari
tersebut, sekarang sudah tersedia tv persidangan yang berisi informasi tempat, waktu,
nomor perkara, nama JPU dan Majelis Hakim yang menyidangkan. Hal ini tersedia
ditempat tunggu penggunjung yang rapi bersih dan nyaman. Dengan aplikasi ini,
para pihak dapat mengambil antrian sesuai urutan kedatangan mereka.

3.5.Aplikasi E-SKUM
Aplikasi e-skum adalah aplikasi hitung panjar mandiri. Dengan aplikasi ini
dapat memudahkan pihak berperkara untuk memperkirakan berapa besar panjar

biaya yang akan dikeluarkan, sehingga menghindari percaloan.

3.6.Aplikasi Telegram Sandra
Aplikasi Telegram Sandra adalah Sistem Informasi Layanan Pengadilan
Negeri Baturaja dengan berbasis Telegram. Aplikasi Telegram Bot yang akan
memberikan informasi kepada penggunan layanan melalui chat telegram. Aplikasi
ini bekerja seperti robot menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penggunan
layanan secara otomatis. Seperti Informasi data perkara, Informasi jadwal sidang,
brosur-brosur pelayanan PTSP dan berbagai informasi pelayanan yang dibutuhkan

masyarakat pencari keadilan.

3.7.Buku Tamu PSTP
Buku Tamu PTSP PN Baturaja adalah aplikasi berbasis elektronik yang
merekam data atau informasi terkait tamu /pengunjung Pengadilan Negeri Baturaja
yang memerlukan pelayanan pada meja PTSP. Aplikasi ini dilengkapi dengan Fitur

Perekam Wajah dan Notifikasi viatelegram bagi Petugas meja PTSP.

d. Fasilitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Baturaja
Dengan senantiasa ditingkatkan dengan melengkapi berbagai fasilitas publik,
diantaranya: Ruang Laktasi/Kesehatan, Layanan Pos Bantuan Hukum Gratis, dan berbagai
fasilitas pelayanan publik bagi masyarakat pencari keadilan yang ada pada PTSP Pengadilan

Negeri Baturaja diantaranya:
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- Pintu masuk Pengadilan Negeri Baturaja yang dijaga oleh Satuan Pengaman Pengadilan
Negeri Baturaja Kelas IB dan yang kemudian diarahkan ke Layanan Informasi untuk mengisi

buku tamu.

- Setiap harinya PTSP PN Baturaja kelas 1B selalu didampingi oleh Supervisor yang kompeten

dalam menjalankan tugasnya.
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- Duta Pelayanan mengarahkan dan membantu Pencari Keadilan dalam mendapatkan informasi

yang dibutuhkan.

- Meja Informasi sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik dan peningkatan

pelayanan publik pengadilan

- Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja terdiri dari pelayanan Kepaniteraan Pidana,
pelayanan Kepaniteraan Perdata, pelayanan Kepaniteraan Hukum, pelayanan informasi dan

pengaduan, serta pelayanan Umum.
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- Pojok e-Court digunakan untuk melayani pendaftaran perkara e-Court, pendaftaran Pengguna

Lain serta pelayanan e-Court dan e-Litigasi lainnya.

- Ruang Posbakum yang ditempati oleh Petugas Lembaga Bantuan untuk kepentingan hukum

Penerima Bantuan Hukum.
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Ruang Tunggu difabel yang dilengkapi dengan Toilet Umum, Kursi Roda, Tongkat, Brosur

layanan dengan Huruf Braile
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- Ruang tamu pengunjung yang bisa digunakan apabila Pencari keadilan ingin bertemu untuk

kegiatan tertentu.
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- Sovenir yang diberikan kepada Pencari keadilan jika terjadi keterlambatan oleh petugas

PTSP sebagai bentuk kompensasi.

A

| souvenie [l
I
- T

- Pengadilan Negeri Baturaja kelas 1B menyediakan komputer guna umtuk pelayanan PTSP

seperti e-Court, e-Litigasi, Eraterang, e-Litigasi dan lainnya.
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- Audio Brosur yang digunakan untuk Pencari Keadilan untuk mempermudah dalam

mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

- TV yang menunjukkan informasi seputar Pengadilan Negeri Baturaja.

e-Court Mahkamah Agung RI
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- Kumpulan Brosur yang memuat informasi layanan yang tersedia di Pengadilan Negeri

Baturaja.

ENGADILAN N EGERI
BATURASA

- Kotak saran untuk mengumpulkan keluhan, kritik, atau saran pada Pengadilan Negeri

Baturaja dari masyarakat.

PENGADILAN NEGERI
BATURAJA
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BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih obyektif tentang Kemajuan program
pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), Ketua Pengadilan
Negeri Baturaja dan seluruh jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Baturaja secara terpadu terus
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap langkah- langkah pembangunan Zona
Integritas. Hal ini dilakukan mengingat bahwa pembangunan Zona Intergritas merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan Reformasi Birokrasi.

Laporan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas ini disusun
berdasarkan hasil penilaian mandiri Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Diharapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan
Pengadilan Negeri Baturaja ini dapat menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan Reformasi
Birokrasi yang lebih baik di masa depan.

Secara umum upaya-upaya pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) di Pengadilan Negeri Baturaja telah berjalan dengan baik sesuai garis panduan
yang telah ditetapkan walau masih beragam dalam tingkat perkembangan pelaksanaannya.
Namun demikian, internalisasi program pembangunan Zona Integritas berikut nilai-nilai
perubahan yang merupakan dasar dari Reformasi Birokrasi masihperlu terus dilakukan. Hal ini
tentu tidak mudah dan diperlukan upaya yang maksimal dan inovatif. Demikian pula
pemahaman pegawai bahwa perubahan itu merupakan suatu keniscayaan dan harus dilakukan
juga perlu terus menerus ditingkatkan.

Hal penting selanjutnya yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya memperkuat
pengawalan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Baturaja. Inovasi untuk
memacu tingkat perkembangan pembangunan perlu ditingkatkandengan menggunakan
instrumen untuk menilai secara detail apakah Reformasi Birokrasi benar-benar sudah
dilakukan dengan baik dan ditekankan lebih kepada hasil (outcome), bukan kegiatan (output).
Pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas dimaksudkan agar terjadi efisiensi
dan perbaikan Kkinerja dan efisiensi anggaran di Pengadilan Negeri Baturaja. Cita-cita
Pengadilan Negeri Baturaja untuk mendapatkan predikat WBK merupakan salah satu hasil
pencapaian (outcome) dari upayapencegahan korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Ketua

Pengadilan Negeri Baturaja juga terus menerus menekankan zero tolerance terhadap Korupsi,
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Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.

Untuk itu diperlukan partisipasi seluruh unsur pegawai dalam mewujudkanPengadilan
Negeri Baturaja sebagai unit kerja Mahkamah Agung yang memiliki komitmen untuk
senantiasa memberikan pelayanan publik dan perlidungan hukum kepada masyarakat pencari
keadilan secara prima dengan mengedepankan prinsip- prinsip non- diskriminatif, akuntabilitas,

transparansi, tidak mempersulit, santun dan ramah serta kepedulian dan keberpihakkan.
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